GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 94 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR DALAM
PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRATIF

Menimbang

Mengingat

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor Dalam
Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi
Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor;

bahwa dengan antusiasme masyarakat yang sangat
besar terhadap kebijakan pembebasan BBNKB II dalam
Provinsi Jawa  Tengah  sekaligus mermberikan
kesempatan kepada masyarakat yang telah mengajukan
proses mutasi, namun karena waktu pengambilan
berkas dari Samsat asal membutuhkan waktu yang
cukup lama, sehingga melewati batas waktu
pembebasan BBNKB II yang berakhir 30 desember

20106, maka  Peraturan Gubernur sebagaimana
dimaksud huruf a perlu disesuaikan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka
untuk tertib administrasi kepemilikan kendaraan
bermotor dan mengurangi pungutan liar dalam proses
pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan bermotor
dan regristasi dan identifikasi kendaraan bermotor,
perlu  menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembebasan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan
Bermotor Dalam  Provinsi Jawa Tengah Dan

Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan
Bermotor;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan

Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-
92);



10.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1
Tahun 2008 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Ser1
E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 7);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa
Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Tahun 2011 Nomor 310);



11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun
2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor Bagi Kendaraan Bermotor Dalam
Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan Sanksi
Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 46 TAHUN
2016 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR BAGI KENDARAAN BERMOTOR
DALAM PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMBEBASAN SANKSI
ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Bagi Kendaraan Bermotor Dalam Provinsi Jawa Tengah Dan Pembebasan
Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 46) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2
(dua) ayat baru yaitu ayat (la) dan ayat (1b), sehingga keseluruhan Pasal 5
menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Batasan waktu pembebasan BBNKB Il pokok dan sanksi administratif
bagi kendaraan bermotor dalam Provinsi Jawa Tengah serta sanksi
administratif PKB untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Dalam
Provinsi berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 28 Pebruari
2017 dengan ketentuan, wajib pajak sudah mendaftarkan BBNKB II
mulai tanggal 22 Nopember sampai dengan 30 Desember 2016, namun

belum selesai proses pengambilan berkas akan diberikan pembebasan
BBNKB II pokok dan sanksi.

(1a) Wajib pajak yang mengajukan proses BBNKB II Dalam Provinsi di tahun
2017, tidak mendapatkan pembebasan BBNKB II.

(1b) Hal-hal yang bersifat teknis diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

(2) Pelaksanaan pembebasan BBNKB II beserta sanksi administratif bagi
kendaraan bermotor dalam Provinsi Jawa Tengah dan sanksi
administratif PKB dilaksanakan serentak di seluruh UP3AD
Kabupaten/Kota se- Jawa Tengah. /{



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa

Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 94
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